
 
 

 
Nomor : 91/SEK/PL1.2/III/2024 Jakarta, 28 Maret 2024 
Sifat : Terbatas  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Tindak Lanjut Pengajuan Usulan Asuransi 

Barang Milik Negara Tahun Anggaran 
2025 

 
 
Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Mahkamah Agung RI 

2. Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan 
Peradilan di Seluruh Indonesia 

3. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan 
Peradilan di Seluruh Indonesia 

di Satuan Kerja Masing-masing 
 
  
 

 Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 32/SEK/PL1/I/2024 

tanggal 31 Januari 2024 perihal Pengajuan Usulan Asuransi BMN Tahun Anggaran 

2025, disampaikan bahwa terdapat satuan kerja yang belum melakukan tindak lanjut 

pengajuan usulan Asuransi BMN pada Aplikasi e-SADEWA sebagaimana terlampir. 

 Tindak lanjut yang harus dilakukan oleh satuan kerja melalui aplikasi e-SADEWA 

adalah sebagai berikut: 

1. Status “Permohonan Oleh Satker”, tindak lanjut yang dilakukan adalah tingkat 

banding melakukan verifikasi pengajuan satker dan meneruskan ke tingkat pusat 

dengan memilih tombol terima verifikasi. 
2. Status “Permohonan dikembalikan ke satker”, tindak lanjut yang dilakukan 

adalah satuan kerja melengkapi kekurangan dokumen dan mengajukan 

permohonan kembali ke tingkat banding. Selanjutnya tingkat banding melakukan 

verifikasi dan meneruskan ke tingkat pusat dengan memilih tombol terima 
verifikasi. 

  

 Batas waktu tindak lanjut atas pengajuan usulan Asuransi BMN Tahun Anggaran 

2025 melalui Aplikasi e-SADEWA selambat-lambatnya tanggal 5 April 2024. 
 

 
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

SEKRETARIAT 
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553  

Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id 



 Informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Saudari Ulfah Apriani 

(Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring B / 081286151313) dan Ratna Yunita, 

S.T., M.M. (Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring C / 081511134720). 

 Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 
 
 

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung 
Republik Indonesia, 

 
Sugiyanto 

 
Tembusan:  
1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial; 
2. Para Sekretaris pada Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI; 
3. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI; 
4. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI; 
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi 

Mahkamah Agung RI; 
6. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI; 
7. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan 

Peradilan di seluruh Indonesia;  
8. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan 

Peradilan di seluruh Indonesia;



LAMPIRAN I 
Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI 
Nomor : 91/SEK/PL1.2/III/2024 
Tanggal : 28 Maret 2024 

 
 
DAFTAR SATUAN KERJA YANG BELUM MELAKUKAN TINDAK LANJUT DENGAN STATUS PERMOHONAN OLEH SATKER 

 
 

No Kode Satker Nama Satker Status Tindak Lanjut Tingkat Banding 

Kode Wilayah : 0100 (DKI Jakarta) 

1 005010100400631000KD PENGADILAN AGAMA JAKARTA 
BARAT 

Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI 
JAKARTA 

2 005010100400653000KD PENGADILAN AGAMA JAKARTA 
SELATAN 

Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI 
JAKARTA 

3 005010100400647000KD PENGADILAN AGAMA JAKARTA 
TIMUR 

Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI 
JAKARTA 

4 005010100400647000KD PENGADILAN AGAMA JAKARTA 
TIMUR 

Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI 
JAKARTA 

5 005010100663161000KD PENGADILAN MILITER UTAMA Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN MILITER UTAMA 

Kode Wilayah : 0400 (DI Yogyakarta) 

6 005010400578801000KD PENGADILAN TATA USAHA NEGARA 
YOGYAKARTA 

Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA 
NEGARA SURABAYA 

7 005010400578801000KD PENGADILAN TATA USAHA NEGARA 
YOGYAKARTA 

Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA 
NEGARA SURABAYA 



Kode Wilayah : 0500 (Jawa Timur) 

8 005010500663321000KD PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN MILITER TINGGI III 
SURABAYA 

9 005010500663314000KD PENGADILAN MILITER III-12 
SURABAYA 

Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN MILITER TINGGI III 
SURABAYA 

10 005010500526767000KD PENGADILAN TATA USAHA NEGARA 
SURABAYA 

Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA 
NEGARA SURABAYA 

Kode Wilayah : 0600 (Aceh) 

11 005010600098572000KD PENGADILAN NEGERI CALANG Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI BANDA 
ACEH 

Kode Wilayah : 0700 (Medan) 

12 005010700400370000KD PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI MEDAN 

13 005010700108025000KD PENGADILAN NEGERI STABAT Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI MEDAN 

14 005010700098739000KD PENGADILAN NEGERI SIBOLGA Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI MEDAN 

15 005010700401905000KD PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI MEDAN 

16 005010700098633000KD PENGADILAN NEGERI BINJAI Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI MEDAN 

17 005010700477399000KD PENGADILAN NEGERI MANDAILING 
NATAL 

Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI MEDAN 

18 005010700477399000KD PENGADILAN NEGERI MANDAILING 
NATAL 

Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI MEDAN 

19 005010700098722000KD PENGADILAN NEGERI 
PADANGSIDIMPUAN 

Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI MEDAN 



 
 

20 005010700098654000KD PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI MEDAN 

21 005010700400389000KD PENGADILAN NEGERI KISARAN Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI MEDAN 

22 005010700400389000KD PENGADILAN NEGERI KISARAN Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI MEDAN 

23 005010700400389000KD PENGADILAN NEGERI KISARAN Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI MEDAN 

24 005010700672910000KD PENGADILAN NEGERI BALIGE Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI MEDAN 

25 005010700672910000KD PENGADILAN NEGERI BALIGE Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI MEDAN 

26 005010700098696000KD PENGADILAN NEGERI 
GUNUNGSITOLI 

Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI MEDAN 

27 005010700098675000KD PENGADILAN NEGERI 
RANTAUPRAPAT 

Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI MEDAN 

Kode Wilayah : 1100 (Palembang) 

28 005011100098991000KD PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI PALEMBANG 

29 005011100098963000KD PENGADILAN NEGERI BATURAJA Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI PALEMBANG 

30 005011100099003000KD PENGADILAN NEGERI SEKAYU Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI PALEMBANG 

31 005011100099003000KD PENGADILAN NEGERI SEKAYU Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI PALEMBANG 

32 005011100672969000KD PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI PALEMBANG 



 
 

33 005011100672952000KD PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI PALEMBANG 

34 005011100098959000KD PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI PALEMBANG 

35 005011100098959000KD PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI PALEMBANG 

36 005011100098959000KD PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI PALEMBANG 

37 005011100098959000KD PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI PALEMBANG 

38 005011100401909000KD PENGADILAN NEGERI PANGKALAN 
BALAI 

Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI PALEMBANG 

39 005011100098942000KD PENGADILAN NEGERI PALEMBANG Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI PALEMBANG 

40 005011100098970000KD PENGADILAN NEGERI 
LUBUKLINGGAU 

Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI PALEMBANG 

41 005011100098970000KD PENGADILAN NEGERI 
LUBUKLINGGAU 

Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI PALEMBANG 

42 005011100098970000KD PENGADILAN NEGERI 
LUBUKLINGGAU 

Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI PALEMBANG 

43 005011100098970000KD PENGADILAN NEGERI 
LUBUKLINGGAU 

Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI PALEMBANG 

44 005011100098970000KD PENGADILAN NEGERI 
LUBUKLINGGAU 

Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI PALEMBANG 

45 005011100098970000KD PENGADILAN NEGERI 
LUBUKLINGGAU 

Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI PALEMBANG 

46 005011100098984000KD PENGADILAN NEGERI LAHAT Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI PALEMBANG 



 
 

47 005011100098984000KD PENGADILAN NEGERI LAHAT Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI PALEMBANG 

48 005011100098938000KD PENGADILAN TINGGI PALEMBANG Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI PALEMBANG 

49 005011100098938000KD PENGADILAN TINGGI PALEMBANG Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI PALEMBANG 

Kode Wilayah : 1200 (Lampung) 

50 005011200402324000KD PENGADILAN AGAMA TANJUNG 
KARANG 

Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI AGAMA 
BANDAR LAMPUNG 

51 005011200402355000KD PENGADILAN AGAMA METRO Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI AGAMA 
BANDAR LAMPUNG 

52 005011200652041000KD PENGADILAN AGAMA GUNUNG 
SUGIH 

Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI AGAMA 
BANDAR LAMPUNG 

53 005011200401955000KD PENGADILAN AGAMA TULANG 
BAWANG TENGAH 

Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI AGAMA 
BANDAR LAMPUNG 

Kode Wilayah : 1300 (Kalimantan Barat) 

54 005011300099091000KD PENGADILAN NEGERI KETAPANG Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI PONTIANAK 

55 005011300681450000KD PENGADILAN NEGERI NGABANG Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI PONTIANAK 

Kode Wilayah : 1400 (Kalimantan Tengah) 

56 005011400402474000KD PENGADILAN AGAMA SAMPIT Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI AGAMA 
PALANGKARAYA 

57 005011400402468000KD PENGADILAN AGAMA KUALA 
KAPUAS 

Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI AGAMA 
PALANGKARAYA 

58 005011400402443000KD PENGADILAN AGAMA MUARA 
TEWEH 

Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI AGAMA 
PALANGKARAYA 



 
 

59 005011400402437000KD PENGADILAN AGAMA PANGKALAN 
BUN 

Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI AGAMA 
PALANGKARAYA 

60 005011400402421000KD PENGADILAN AGAMA PALANGKA 
RAYA 

Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI AGAMA 
PALANGKARAYA 

61 005011400402989000KD PENGADILAN TINGGI AGAMA 
PALANGKA RAYA 

Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI AGAMA 
PALANGKARAYA 

62 005011400578843000KD PENGADILAN TATA USAHA NEGARA 
PALANGKA RAYA 

Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA 
NEGARA BANJARMASIN 

Kode Wilayah : 1500 (Kalimantan Selatan) 

63 005011500099219000KD PENGADILAN NEGERI KOTABARU Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI 
BANJARMASIN 

64 005011500099197000KD PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI 
BANJARMASIN 

65 005011500099197000KD PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI 
BANJARMASIN 

Kode Wilayah : 1700 (Sulawesi Utara) 

66 005011700663360000KD PENGADILAN MILITER III-17 MANADO Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN MILITER TINGGI III 
SURABAYA 

67 005011700402701000KD PENGADILAN AGAMA TONDANO Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI AGAMA 
MANADO 

Kode Wilayah : 1800 (Sulawesi Tengah) 

68 005011800307300000KD PENGADILAN AGAMA LUWUK Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI AGAMA 
PALU 

69 005011800604765000KD PENGADILAN AGAMA DONGGALA Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI AGAMA 
PALU 

70 005011800604765000KD PENGADILAN AGAMA DONGGALA Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI AGAMA 
PALU 



 
 

71 005011800307271000KD PENGADILAN AGAMA PALU Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI AGAMA 
PALU 

72 005011800576249000KD PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI AGAMA 
PALU 

Kode Wilayah : 2000 (Sulawesi Tenggara) 

73 005012000099663000KD PENGADILAN NEGERI BAUBAU Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI SULAWESI 
SELATAN 

74 005012000099684000KD PENGADILAN NEGERI KOLAKA Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI SULAWESI 
SELATAN 

Kode Wilayah : 2100 (Maluku) 

75 005012100099710000KD PENGADILAN NEGARI MASOHI Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI AMBON 

76 005012100099706000KD PENGADILAN NEGERI AMBON Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI AMBON 

Kode Wilayah : 2200 (Bali) 

77 005012200663335000KD PENGADILAN MILITER III-14 
DENPASAR 

Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN MILITER III 
SURABAYA 

78 005012200663335000KD PENGADILAN MILITER III-14 
DENPASAR 

Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN MILITER III 
SURABAYA 

79 005012200402741000KD PENGADILAN AGAMA KARANGASEM Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI 

Kode Wilayah : 2300 (Nusa Tenggara Barat) 

80 005012300578871000KD PENGADILAN TATA USAHA NEGARA 
MATARAM 

Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA 
NEGARA MATARAM 

81 005012300578871000KD PENGADILAN TATA USAHA NEGARA 
MATARAM 

Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA 
NEGARA MATARAM 



Kode Wilayah : 2400 (Nusa Tenggara Timur) 

82 005012400307974000KD PENGADILAN AGAMA ENDE Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGII AGAMA 
KUPANG 

83 005012400539121000KD PENGADILAN TATA USAHA 
NEGARA KUPANG 

Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA 
NEGARA MATARAM 

84 005012400663342000KD PENGADILAN MILITER III-15 
KUPANG 

Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN MILITER III 
SURABAYA 

Kode Wilayah : 2500 (Irian Jaya) 

85 005012500400044000KD PENGADILAN NEGERI WAMENA Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 

86 005012500400276000KD PENGADILAN NEGERI SERUI Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 

87 005012500400276000KD PENGADILAN NEGERI SERUI Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 

88 005012500400038000KD PENGADILAN NEGERI JAYAPURA Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 

89 005012500400090000KD PENGADILAN NEGERI BIAK Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 

90 005012500400101000KD PENGADILAN NEGERI NABIRE Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 

91 005012500400101000KD PENGADILAN NEGERI NABIRE Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 

92 005012500400101000KD PENGADILAN NEGERI NABIRE Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 

93 005012500400101000KD PENGADILAN NEGERI NABIRE Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 



 
 

94 005012500400101000KD PENGADILAN NEGERI NABIRE Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 

95 005012500400101000KD PENGADILAN NEGERI NABIRE Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 

96 005012500400101000KD PENGADILAN NEGERI NABIRE Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 

97 005012500614890000KD PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 

98 005012500400022000KD PENGADILAN TINGGI JAYAPURA Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 

99 005012500400022000KD PENGADILAN TINGGI JAYAPURA Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 

100 005012500400022000KD PENGADILAN TINGGI JAYAPURA Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 

101 005012500400022000KD PENGADILAN TINGGI JAYAPURA Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 

102 005012500400022000KD PENGADILAN TINGGI JAYAPURA Permohonan 
Oleh Satker PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 

Kode Wilayah : 2800 (Maluku Utara) 

103 005012800664522000KD PENGADILAN TINGGI MALUKU 
UTARA 

Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI MALUKU 
UTARA 

Kode Wilayah : 3300 (Irian Jaya Barat) 

104 005013300400081000KD PENGADILAN NEGERI FAKFAK Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI PAPUA 
BARAT 

105 005013300400075000KD PENGADILAN NEGERI SORONG Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI PAPUA 
BARAT 



 
 

106 005013300400075000KD PENGADILAN NEGERI SORONG Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI PAPUA 
BARAT 

107 005013300402911000KD PENGADILAN AGAMA MANOKWARI Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI AGAMA 
PAPUA BARAT 

Kode Wilayah : 3500 (Kalimantan Utara) 

108 005013500417704000KD PENGADILAN NEGERI MALINAU Permohonan 
Oleh Satker 

PENGADILAN TINGGI 
KALIMANTAN UTARA 

 
 
 

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung 
Republik Indonesia, 

 
Sugiyanto 



LAMPIRAN II 
Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI 
Nomor : 91/SEK/PL1.2/III/2024 
Tanggal : 28 Maret 2024 

 
 

DAFTAR SATUAN KERJA YANG BELUM MELAKUKAN TINDAK LANJUT DENGAN STATUS DIKEMBALIKAN 
 
 

No Kode Satker Nama Satker Status Tindak Lanjut Satuan Kerja Tindak Lanjut Tingkat 
Banding 

Kode Wilayah : 0200 (Jawa Barat) 

1 005010200403009000KD PENGADILAN 
AGAMA SUMBER 

Permohonan 
dikembalikan 

ke Satker 

Untuk data dukung gambar itu 
berupa gambar teknik atau 
gambar as drawing 

PENGADILAN TINGGI 
AGAMA BANDUNG 

Kode Wilayah : 0600 (DI Aceh) 

2 005010600098476000KD PENGADILAN 
NEGERI BIREUEN 

Permohonan 
dikembalikan 

ke Satker 

1. Data dukung kajian resiko 
bencana sudah tidak berlaku 
(lampirkan utnuk 2021-2026) 

2. Nilai Perolehan pada KIB, 
table lampiran dan data 
barang pada esadewa 
berbeda 

PENGADILAN TINGGI 
BANDA ACEH 



Kode Wilayah : 1000 (Jambi) 

3 005011000098921000KD 
PENGADILAN 
NEGERI SUNGAI 
PENUH 

Permohonan 
dikembalikan 

ke Satker 

1. Jumlah resiko berbeda 
jumlahnya di esadewa ada 9, 
sedangkan di lampiran 
asuransi ada 6 

2. Keterangan di esadewa 
berbeda dengan di lampiran 
asuransi 

3. Pertimbangan asuransi di 
esadewa berbeda dengan di 
lampiran asuransi 

4. Penjelasan 
penggunaan/pemanfaatan 
bmn di esadewa berbeda 
dengan di lampiran asuransi 

5. Data dukung gambar tidak 
sesuai krn tidak 
menggambarkan layout 
gedung dan materialnya. 

PENGADILAN 
TINGGI JAMBI 

4 005011000402220000KD 
PENGADILAN 
AGAMA SUNGAI 
PENUH 

Permohonan 
dikembalikan 

ke Satker 

1. Data Lampiran Pengajuan 
Asuransi Tidak Sesuai dengan 
data BMN 

2. Gedung dan Bangunan Kantor 
Permanen pada Pengadilan 
Agama Sungai Penuh 

PENGADILAN 
TINGGI JAMBI 



Kode Wilayah : 2000 (Sulawesi Tenggara) 

5 005012000307712000KD PENGADILAN 
AGAMA KENDARI 

Permohonan 
dikembalikan 

ke Satker 

Data dukung tidak lengkap harus 
dari badan penangulangan 
bencana daerah 

PENGADILAN 
TINGGI AGAMA 
KENDARI 

 
 
 

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung 
Republik Indonesia, 
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